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Posisi Pemerintah dan Masyarakat di Tata Kelola Zakat

BERLARUTNYA kepastian pen-
gukuhan dan pelantikan Pengurus
Badan Amil Zakat Nasional Daerah
Sumatera Barat periode tahun 2020-
2025 telah menimbulkan berbagai
spekulasi opini publik. Adayang men-
yatakan bahwa usulan seleksi ulang
calon pengurus Baznas Daerah Sum-
bar yang diusulkan Pemda Sumatera
Barat ke Baznas Pusat bulan Juli 2021
lalu merupakan bukti nyata ikutnya
“tangan” pemda dalam urusan tata
kelola perzakatan. Pemda ditengarai
ikut ambil peran dalam menentukan
personel kepengurusan. Pendapat
lain, pemda harus hadir dan memili-
kikepentingan dalam tatakelolazakat
agar potensizakatyangsangatbesar di-
miliki dapat dikelola dengan baik.
Dukungan kuat pemerintah daerah
dibutuhkan agarBaznas menjadikuat
secara organisasi. Terakhir, ada yang
berpandangan Baznas daerah harus
steril dari campur tangan pemerintah
agarsecara kelembagaanbaznas men-
jadi otonom dan mandiri. Menegasi-
kan peran pemerintah dalam urusan
tata kelola zakat tidak lah sepenuhnya
tepat dan benar tapi juga sepenuhnya
salah dan keliru. Untuk dapat mena-
takelola zakat dengan baik dibutuh-
kan dukungan kekuasaan. Tidak han-
yaitu, berbagairegulasi dari pemerin-
tah dibutuhkan sebagai dasar legiti-
masi dan sebagai payung hukum
dalam operasional. Namun memberi-
kan porsiruangyangbesar kepada pe-
merintah dapatmemunculkan kekha-
watiran dan bahkan kecurigaan. Pe-
merintah akan “leluasa” memainkan
“tangannya” sehingga tatakelolazakat
terdistorsi oleh kepentingan pengua-
sa. Lalu bagaimana seharusnya peran
pemerintah? Dimana posisi pemerin-
tah dalam tata kelola zakat dan dima-
na peran serta masyarakat?
Tata Kelola yang Dicurigai
Independensi dan profesionalitas

menjadifaktor pentingbagi keberhasi-

lan dalam menggarap potensi zakat
yang besar namun belum optimal.
Penelitian yang dilakukan oleh Mu-
hammad Muda, dkk (2006) dan Mu-
jivati, dkk (2010) mengungkap bahwa
organizational factoryang meliputitata
kelola organisasi zakat yang baik dan
profesional akan meningkatkan trust
masyarakat. Trust yang dimiliki akan
menjadimagnetuntuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam mem-
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bayar zakat. Organizational factor di-
malksud terdiri dari, ketersediaan tem-
patpelayanan zakatyangbaik dannya-
man, kemandirian dan otonomi, dan
dukungan sistem informasiyang tran-
sparan dan akuntabel. Soal kemandi-
rian dan otonomiyang dimiliki kelern-
bagaan Baznas daerah dewasa ini
menjadi perhatian dan sorotan ma-
syarakat. Secara normatif, kelem-
bagaan merupakan pengembanama-
nah agar zakat dapatdihimpun, dikel-
oladandidistribusikan ke yang berhak
menerimanya. Tujuan akhir adalah
meningkatnya kesejahteraan mas-
yarakat, memperkecil gini ratio dan
menciptakan keadilan sosial serta
mengurangiangka kemiskinan. Untuk
dapat tetap mewujudkan hal tersebut
Baznas seyogyanya tidak terkontami-
nasi dan steril dari berbagai warnake-
pentingan danintervensibanyakpihak
manapuin.

Fungsiintermediasi antara muza-
kki dan mustahiq yang diperankan
oleh Baznas daerah menjadi daya tarik
tersendiri dan dapat merayu pihak-
pihak tentu untuk menyelipkan ke-
pentingan. Banyaknya orang-orang
mustahiq (penerima zakat) yang di-

‘layani dan panjangnya antrean kaum

dhuafa sebagai penerima zakat dari
muzakki (orang yang berzakat) men-
jadi lahan garapan subur untuk me-
nanam dan membangun pencitraan
dan mendayungbiduk kepentingan di
hadapan publik mustahiq. Apalagi
oleh pihak-pihakyang oportunis men-
capai tujuan dan kepentingan terten-
tukondisi ini sangat empuk. Sehingga
kekhawatiran banyak pihak fungsi in-
termediasi tidak berjalan baik karena
sudah diwarnai, ditumpangi dan di-
intervensi pihak lain memiliki proba-
bilitas besar untuk terjadi. Sekaligus
inilah yang jadi embrio bagitatakelo-
lazakat yang dicurigai karena ada ke-
pentingan tertentu.
Belajar dari Sejarah
Erakhulafaurasyidinseringdipan-
dang sebagai masa yang menjadi ru-
jukan dalam menata kelola zakat.
Khalifah pertama Abu Bakar as-Shid-
diq yang dikenal sahabat yang paling
senior nan lembut dan penuh kasing

sayang namun terkait dengan urusan
tata kelola zakat beliau sangat tegas
dan “garang”. Beliau membentuk pa-
sukan khusus dengan misi khusus
memerangi para pembangkang yang
enggan membayar zakat. Sikap tegas
dankerasinidilatarbelakangi pandan-
gan orang yang enggan membayar
zakat berarti menjadi pembangkang.
Setiap ‘pembangkangan konsekuen-
sinya berhadapan dengan kekuasaan.
Umar bin Chattab yang melanjutkan
kepemimpinan Abu Bakar dengan
menetapkan kebijakan  zakat tetap
dipungut dan menjadikanya sebagai
salah satu sumber primadona bagi
pendapatannegara. Bedanya, diUmar
dilakukan diversifikasi jenis komoditi
yang dibebani kewajiban zakat.
Kepemimpinan yang dilanjutkan oleh
Usman bin Affan meski dalam durasi
kepemimpinan yang pendek namun
zakat di masa kepemimpinan beliau
dikuatkan dengan ditetapkannya
kaedah kaedah yang penting diperha-
tikan sebagai kewajiban agama, per-
tama, kewajiban zakatmerupakan ke-
wajiban tahunan kecuali zakat perta-
nian yang harus dikeluarkan tiap
panen. Kedua, zakat merupakan ke-
wajiban yang harus jadi diperhatian
serius kaum muslimin. Setiap pemilik
harta harus hati-hati dengan harta
mereka. Jika dalam harta yang dimil-
iki terdapat utang maka harus dikelu-
arkan supaya dapat diketahui apakah
ada atau tidak kewajiban zakat dari
harta yang tinggal. Ketiga, jika kewa-
jiban zakat tidak ada, maka sangat
dianjurkan untuk beramal kebaikan
berupa sedekah. Dimasakepemimpi-
nan Ali bin Abi Thalib “suhu” politik
yang memanasakibat belum tuntasn-
ya proses suksesi kepemimpinan pas-
cawafatnya Usman namun kebijakan
tegas Ali tetap jalan terkait kepastian
zakat sebagai pendapatan negara dis-
amping harta rampasan perang (fai,
ghanimah) infaq, shadakah, dan har-
ta si mayit yang tidak memiliki ahli
waris. '

Dari sejarah diatas, kita dapatme-
narik pelajaran bahwairisan zakat dan
kekuasaan dalam tata kelola adalah
penguasa dengan kekuasaan yang di-

miliki memberikandukungan kepas-
tian dan kekuatan memaksa bagi atu-
ran yang dikeluarkan. Sehingga den-
gan adanya unsurmemaksapengum-
pulan dan pendistribusian zakat ber-
jalan dengan baik. Khalifah sebagai
penguasa memberikan kepastian hu-
kumdan dukungan kuat agarzakatda-
patdihimpun, dan disalurkan dengan
baik. Optimalisasi pengumpulan zakat
dapat tercapai karena adanya kekua-
saan yang mem-back up. Kekuasaan
dan kepentingan politik khalifah diar-
ahkan untuk adanya kepastian dan
kekuatan bagi institusi zakat dalam
menghimpun dan mendistribusikan.

Lalubagaimanadengan peranser-
ta masyarakat? Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 Ten-
tang Pengelolaan Zakat dan diikuti
oleh aturan turunnya Peraturan Pe-
merintah Nomor 14 Tahun 2014 ten-
tang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pen-
gelolaan Zakat, peran sertamasyarakat
jelas mendapat tempat dan ruang.
Masyarakat diberikan ruang untuk
menjalankan fungsi-fungsi penga-
wasan terhadap tata kelola zakat yang
menyimpang dari aturan dan kontra
produktifbagi pencapaian meningkat-
nya kesejahteraan masyarakat, mem-
perkecil gini ratio dan keadilan sosial
serta mengurangi angka kemiskinan.
Selain melakukan pengawasan ma-
syarakat berperan dalam meningkat-
kan kesadaran berpartisipasi mem-
bayarkan zakat serta proaktif mem-
berikan usul saran konstruktif bagi ki-
nerjalembagazakatlebih baik. The last
but not the least, zakat merupakan in-
strumen penting dan sumber pundi-
pundi bagi kesejahteraan ummat. Es-
timasi potensi dana umat dari zakat
yang begitu besar namun belum ter-
garap secara optimal membutuhkan
perhatian dan kerjasama berbagai el-
emen baik masyarakat maupun pe-
merintah. Pemerintah dengan sumber
daya dan kekuasaan yang dimiliki di-
harapkan dapat diarahkan untukmen-
dukung dan menguatkan kelemba-
gaan zakatyangmemiliki otonomi dan
kemandirian. Di lain pihak, kesada-
ran masyarakatmenunaikan zakat di-
harapkan terus membaik. Peran serta
pengawasan dari masyarakat juga di-
harapkan agar lembagazakat berjalan
sesuai khittah danjauh dariaromake-
pentingan. Semoga. (*)



